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ABSTRAK

Keberadaan (Pedagang Kaki Lima) PKL menjadi keuntungan bagi mahasiswa karena harga
yang ditawarkan relatif lebih murah. Selain menguntungkan PKL juga menyebabkan
permasalahan yaitu menggangu lalu lintas dan melanggar Peraturan Daerah Jember Nomor 6
Tahun 2008. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah
kabupaten Jember dalam pemberian izin bagi pedagang kaki lima. Tujuan ingin mengetahui
kebijakan pemerntah kabupaten jember dalam pemberian ijin bagi pedagang kaki lima.
Manfaat menambah pengetahuan khususnya tentang kebijakan pemerintah kabupaten jember
dalam pemberian ijin bagi PKL. Metode penelitian menemukan dan memperoleh hasil yg
konkrit. Pendekatan maasalah menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, jenis
penelitian yuridis normative. Kebijakan pemerintah kabupaten jember dalam pemberian ijin
PKL vyaitu untuk menjaga kepentingan bersama dan tidak merugikan masyarakat lainnya.
Dengan izin usaha pedagang kaki lima memiliki hak untuk dilindungi pemerintah, banyak
program pemerintah yg berbentuk bantuan baikyg bersifat keuangan maupun pelatihan usaha
kepada para pedagang.

Kata Kunci: Perijinan, Pedagang Kaki Lima.

PENDAHULUAN

Jember merupakan salah satu pusat
pendidikan yang ada di Jawa Timur selain
Surabaya dan Malang. Hal ini dikarenakan
banyaknya perguruan tinggi yang ada di
Jember, baik itu yang berstatus Perguruan
Tinggi Negeri (PTN) antara lain yaitu,
Universitas Jember, Universitas Islam
Negeri Kiai Haji Achmad Siddig (UIN
KHAS) Jember, dan Politeknik Negeri
Jember serta beberapa Perguruan Tinggi
Swasta (PTS) antara lain yaitu, Universitas
Muhammadiyah Jember, Universitas Islam
Jember, Universitas Moch.  Sroedji,
Universitas PGRI  Argopuro, Institut
Teknologi dan Sains Mandala Jember,
STIKES dan AKBID Dr. Soebandi
Jember.

Dengan adanya beberapa Universitas
yang berstatus Perguruan Tinggi Negeri
(PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta
(PTS)  tersebut, membuat Kabupaten
Jember juga sering disebut sebagai kota
pelajar. Karena dari beberapa jumlah
Universitas yang ada banyak mahasiswa
maupun mahasiswi yang berdatangan
untuk  melanjutkan  pendidikan  di
Perguruan Tinggi. Hal ini juga yang
menjadi keuntungan bagi masyarakat di
sekitar kampus-kampus yang ada di
Kabupaten Jember, karena banyaknya
mahasiswa yang berdatangan dapat
dijadikan sebagai sumber penghasilan
ekonomi dengan cara berdagang atau
penyediaan layanan jasa angkutan umum



Sehingga, sampai saat ini Jember menjadi
pusat pekonomian yang terus berkembang.

Masyarakat yang rata-rata memiliki
latar belakang pendidikan rendah dan
sudah berkeluarga akan lebih memilih
pekerjaan yang sesuai dengan
kemampuannya seperti halnya ibu rumah
tangga yang akan memilih profesi sebagai
pedagang warung atau pedagang kaki lima
(PKL). Di Kabupaten Jember sendiri
pedagang kaki lima (PKL) merupakan
salah satu mata pencarian yang banyak
diminati oleh masyarakat. Hal ini karena
hanya dengan modal minim, lokasi usaha
yang stategis tanpa mengeluarkan banyak
modal dan dapat didirikan dipinggir jalan
serta tidak memerlukan latar belakang
pendidikan yang tinggi. Sehingga banyak
masyarakat mengambil alternatif untuk
berprofesi sebagai PKL.

Pedagang kaki lima (PKL) adalah
usaha sektor informal berupa usaha dagang
yang kadang-kadang juga = sekaligus
produsen. Ada yang menetap pada lokasi
tertentu, ada yang bergerak dari satu
tempat ke tempat yang lain (menggunakan
pikulan, kereta dorong, dll) menjajakan
bahan makanan, minuman dan barang-
barang konsumsi lainnya secara eceran.
Keberadaan PKL telah membuka lapangan
pekerjaan sehingga angka pengangguran
dapat  ditekan  dan  keberadaannya
dibutuhkan oleh masyarakat seperti para
mahasiswa karena harganya yang relatif
lebih murah dari toko atau restoran
modern. Namun keberadaan PKL selain
menguntungkan  juga  mendatangkan
permasalahan baru. Kegiatan para PKL
dianggap sebagai kegiatan liar karena
penggunaan ruang tidak sesuai dengan
peruntukannya ~ sehingga - menggangu
kepentingan umum. seperti pedagang kaki
lima (PKL) yang menggunakan trotoar dan
jalan atau badan jalan sebagai tempat
berdagang.

Selain itu para pedagang kaki lima
(PKL) dipandang telah bertentangan
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dengan ketentuan peraturan daerah,
melanggar ketertiban, keamanan dan
keindahan kota. Sehingga  dapat
menimbulkan gangguan terhadap
ketentraman, ketertiban, kebersihan
lingkungan, dan kelancaran lalu lintas,
Untuk mengatasi permasalahan pedangan
kaki lima (PKL) ini Pemerintah Kabupaten
Jember telah mengeluarkan Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedagang Kaki Lima. Dijelaskan dalam
Pasal 6 ayat (1) bahwa “setiap pedagang
kaki lima yang melakukan kegiatan usaha
wajib memiliki izin lokasi pedagang kaki
lima”. Dengan begitu diharapkan bahwa
para padagang kaki lima (PKL) yang
mendapatkan izin dapat diatur sesuai
dengan  Peraturan Daerah Kabupaten
Jember tersebut, selain itu juga diharapkan
dapat memperhatikan ketertiban,
keamanan, kenyamanan, dan kebersihan
dilingkungan sekitarnya.

Negara Indonesia merupakan negara
hukum sebagaimana dituangkan dalam
Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, bahwa “Negara
Indonesia merupakan negara hukum?”.
konsekuensi negara Indonesia sebagai
negara hukum adalah
mengimplementasikan  peraturan yang
sudah ada dan berlaku untuk menciptakan
kondisi ketatanegaraan yang kondusif dan
transparasi - demi  mewujudkan tujuan
negara yaitu mensejahterakan masyarakat.
Permasalahan izin yang harus dimiliki oleh
para pedagang kaki lima (PKL) yang
sesuai = dengan  Peraturan = Daerah
Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedagang Kaki Lima harus
memberikan jaminan - kepastian usaha
untuk memfasilitasi agar usaha yang
mereka rintis dapat berkelanjutan. maka
pada akhirnya mereka akan mentaati
Peraturan Daerah yang telah dibuat demi
kepentingan umum.

Berdasarkan permasalahan di atas
maka  penyusun  bermaksud  untuk
melakukan penelitian dengan mengkaji
dalam bentuk penulisan hukum (Skripsi)
dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap


https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima

Perizinan Pedagang Kaki Lima
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Jember Nomor 6 Tahun 2008.
METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara kerja
bagaimana menemukan, memperoleh atau
menjalankan  suatu  kegiatan  untuk
memperoleh hasil yang konkrit dan juga
metode tersebut merupakan cara utama
untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum
adalah suatu proses untuk menemukan
aturan hukum, prinsip-prinsip hukum
maupun  doktrin-doktrin hukum guna
menjawab isu hukum yang dihadapi.
Metode penelitian hukum merupakan
prosedur atau langkah-langkah  yang
dianggap efektif dan efisien. Sehubungan
dengan hal tersebut agar tercipta karya
tulis ilmiah yang sistematis dan terarah
untuk menghasilkan argumentasi, teori
atau konsep baru yang sesuai dengan
perkembangan yang ada.
A. Metode Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum di dalamnya

terdapat beberapa pendekatan,

pendekatan yang digunakan dalam
penulisan ini adalah :

a. Pendekatan undang-undang (statue
approach). Pendekatan undang-
undang (statue approach)
dilakukan dengan menelaah semua
undang-undang dan regulasi yang
berhubungan dengan isu hukum
yang sedang ditangani.
Berdasarkan pendekatan undang-
undang penyusun akan
mempelajari peraturan perundang-
undangan yang berhubungan
dengan pedagang kaki lima dan
perizinannya.

b. Konseptual (conceptual approach)
yaitu pendekatan yang
memberikan ~ sudut  pandang
mengenai analisa penyelesaian
permasalahan dalam penelitian
hukum, yang dilihat dari nilai dan
yang terkandung dalam

? Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian
Hukum Normatif, Edisi Cetakan Il, Banyumedia
Publishing, Malang, 2006. him. 294

penormaan  sebuah  peraturan.
Pendekatan konseptual ini
beranjak dari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin

yang berkembang di dalam ilmu

hukum.?
B. Jenis Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam
penulisan karya ilmiah ini adalah yuridis
normatif ~ (Legal  Research), yakni
penelitian ~ yang  difokuskan  untuk
mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau
norma-norma dalam hukum positif yang
berlaku.* Tipe penelitian yuridis normatif
dilakukan dengan mengkaji berbagai
macam aturan hukum yang bersifat formal
seperti undang-undang, literatur-literatur
yang bersifat = konsep teoritis  yang

kemudian dihubungkan dengan
permasalahan yang menjadi  pokok
pembahasan.

C. Bahan Hukum Penelitian

1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan
bahan hukum yang bersifat

autoritatif berupa peraturan
perundang-undangan. Peraturan
perundang-undangan yang
digunakan adalah peraturan
perundang-undangan yang

memiliki kaitan dengan penelitian
yang dilakukan. Bahan hukum
primer yang digunakan oleh
penyusun dalam penelitian skripsi
ini adalah peraturan perundang-
undangan yaitu:

a. Undang-undang Dasar Negara
Republik  Indonesia  Tahun
1945,

b. Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 Jo Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah.

? peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,
Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005,
him. 178

*Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian
Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,
him. 38



c. Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang
Bersin dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme

d. Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman;

e. Undang-undang Nomor 30
Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan

f. Peraturan Daerah Kabupaten
Jember Nomor 6 Tahun 2008
Tentang Pedagang Kaki Lima.

g. Peraturan Bupati Nomor 36
Tahun 2008 Tentang Pedagang
Kaki Lima

2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder berupa
semua publikasi tentang hukum
meliputi buku-buku teks, kamus-
kamus hukum dan jurnal-jurnal
hukum.  Bahan hukum sekunder
juga dapat diperoleh melalui data
dan informasi yang diperoleh
melalui internet yang relevan
dengan permasalahan yang sedang
dikaji. Pada penulisan ilmiah ini
bahan hukum sekunder  yang
digunakan oleh penyusun adalah
buku-buku teks yang berkaitan
dengan hukum dan juga didapat
dari data dan informasi melalui
internet.
D. Analisis Bahan Hukum
Pengumpulan bahan hukum dilakukan
dengan cara studi pustaka yaitu dengan
mendapatkan bahan hukum melalui bahan-
bahan kepustakaan yang dilakukan dengan
cara membaca dan mempelajari peraturan
perundang-undangan, teori-teori, tulisan-
tulisan yang terdapat dalam buku-buku
literatur, catatan kuliah, surat kabar dan
bahan-bahan  bacaan  ilmiah  yang
mempunyai hubungan dengan
permasalahan yang diangkat.
E. Teknik Analisa Bahan Hukum
Metode analisis bahan hukum yang
digunakan dalam karya ilmiah ini
adalah metode deduktif, yaitu cara

melihat suatu permasalahan secara
umum sampai dengan pada hal-hal
yang besifat khusus untuk mencapai
perskripsi  atau ,maksud yang
sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki
menyatakan bahwa dalam
menganalisa bahan yang diperoleh
agar dapat menjawab permasalahan
dengan tepat dilakukan dengan
langkah-langkah sebagai berikut :

1. mengidentifikasi fakta hukum dan
meminimalisir hal-hal yang tidak
relevan untuk menetapkan isu
hukum yang hendak dipecahkan;

2. pengumpulan bahan-bahan
hukum dan bahan-bahan non
hukum yang dipandang
mempunyai relevansi;

3. melakukan telaah atas isu hukum
yang diajukan berdasarkan bahan-
bahan yang telah dikumpulkan;

4. menarik  kesimpulan  dalam

bentuk argumetasi yang
menjawab isu hukum; dan
5. memberikan perskripsi

berdasarkan ~argumentasi yang

telah  dibangun  di  dalam

kesimpulan.

Langkah-langkah  sebagaimana
yang dikemukakan  oleh  Peter
Mahmud Marzuki dijadikan pedoman
untuk menganalisa berbagai informasi
yang  diperolen  dalam = studi
kepustakaan serta diproses menurut
langkah-langkah yang diajarkan oleh
Peter Mahmud Marzuki kemudian
akan dianalisa mengunakan metode
analisa isi (content analysis) baik
dalam menelaah Peraturan Daerah
Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun
2008 Tentang Pedagang Kaki Lima,
dari isi pasal-pasalnya. Terkait hal
tersebut, penyusun ingin mencari
kesesuaian dengan relevansi aturan-
aturan atau pasal-pasal yang ada
dalam Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun
2008 Tetang Pedagang Kaki Lima dan
Keputusan Bupati Jember Tentang
Tim Penataan dan  Pembinaan



Pedagang Kaki Lima Kabupaten
Jember serta pengimplementasian di
masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

A. Pentingnya Pengurusan lzin Usaha Bagi
Pedagang Kaki Lima (PKL)

Penertiban perlu dilakukan karena
kebanyakan  pedagang  Kaki lima
mengganggu ketertiban umum atau alasan
lainnya yang sesuai dengan kebijakan
pemerintah daerah (pemda). Fenomena
penertiban oleh Satuan Polisi Pamong
Praja (Satpol PP) memang seakan-akan
menjadi momok bagi para pedagang kaki
lima. Ketakutan seperti hal tersebut adalah
wajar karena, biasanya, ada proses yang
tidak legal ketika berdagang di kaki lima
di pinggir jalan. Terkait dengan usaha
perdagangan, pemerintah telah
mewajibkan perlunya memiliki surat izin
perdagangan bagi para pedagang - kaki
lima. Kewajiban tersebut merupakan
ajakan dan perintah yang mengandung
maslahat yang banyak.

Secara definisi istilahnya, “pedagang
kaki lima” adalah ‘penjual barang dan atau
jasa, yang secara perorangan berusaha
dalam kegiatan ekonomi yang
menggunakan daerah milik jalan atau
fasilitas umum dan bersifat
sementara/tidak menetap, dengan
menggunakan peralatan bergerak maupun
tidak bergerak’. Yang masuk dalam
kategori “daerah milik jalan” adalah
seluruh bagian jalan, termasuk bangunan
pelengkap dan perlengkapannya, yang
diperuntukkan bagi lalu lintas.

Kebanyakan pedagang kaki lima
menggunakan trotoar sebagai lokasi
berjualan. Bahkan, juga menggunakan
fasilitas umum sebagai bagian dari usaha.
Misalnya: menggunakan selokan untuk
membuang limbah, sebagian jalan sebagai
tempat parkir konsumen yang membeli,
dan sebagainya. Supaya kepentingan bisnis
pedagang tidak berbenturan dengan
kepentingan umum pengguna jalan maka

diperlukan izin yang dikeluarkan oleh
pemerintah.

Pemda, biasanya, telah memiliki data
mengenai  daerah-daerah yang  bisa
dipergunakan untuk berdagang kaki lima.
Kriteria daerah yang dialokasikan oleh

pemda untuk berdagang, biasanya,
memiliki  kriteria  sebagai  berikut:
keamanan, tata ruang, kebersihan,

keindahan, ketertiban atau kepentingan

umum,  kesehatan, dan sosial ekonomi.

Selain itu, juga diatur tentang luas area,

batas pemakaian area, waktu aktivitas, dan

tempat aktivitas.

Usaha yang memiliki izin,
sebenarnya, memiliki banyak keuntungan.
Perizinan usaha telah diatur oleh Undang-
undang, ~ sehingga  siapapun harus
menaatinya. = Sebagai  produk hukum,
perizinan usaha ditujukan untuk menjaga
kepentingan bersama dan tidak merugikan
masyarakat lainnya. ~ Bahkan, akan
menjaga - keberlanjutan  dari  proses
berusaha maupun berdagang. Dengan
mengantongi izin usaha, para pedagang
memiliki  hak untuk dilindungi oleh
pemerintah, jika (pedagang) mengalami
hal-hal ~ yang tidak diinginkan dan
merugikan  para  pedagang, seperti:
mendapat pungutan tidak resmi.

Keuntungan lain bagi pedagang yang
memiliki izin  adalah  meningkatnya
kepercayaan masyarakat kepada pedagang.
Kepercayaan masyarakat yang tinggi akan
memudahkan pedagang untuk
mendapatkan modal. Banyak program
pemerintah yang berbentuk bantuan, baik
yang bersifat keuangan maupun pelatihan
usaha, kepada para pedagang. Selain itu,
bantuan juga bisa datang dari lembaga
keuangan yang sifatnya syar’i. Berbagai
alternatif bantuan yang ada, jika
dimanfaatkan sebaik-baiknya, akan
memperbesar usaha yang dirintis.

B. Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun
2008 Tentang PKL Kabupaten Jember

Keberadaan PKL yang menempati
ruang yang bukan pada peruntukannya
sebagai yang terjadi di Kabupaten Jember



ini pada kenyataannya belum ditata
menurut ketentuan peraturan daerah yang
di buat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Jember. Masih banyak dan bahkan banyak
bermunculan lapak-lapak dan bangunan-
bangunan liar baru di tempat aktifitas
masyarakat belum mendapat penanganan
penataan sebagai mestinya. PKL yang ada
di Kabupaten Jember memang sangat
mengganggu ketertiban lalu lintas, apalagi
pada pagi hari saat aktifitas masyarakat
baik dari pelajar mau pergi
sekolah,mahasiswa yang akan pergi
kekampus maupun masyarakat lainya yang
mau bekerja.

Bahkan dengan adanya PKL yang
semrawut  dan  tidak teratur  ini
mengganggu ketertiban, keindahan serta
kebersihan lingkungan. Selain itu, parkir
kendaraan para pembeli yang tidak teratur
Juga sangat mengganggu ketertiban PKL
ini menyebabkan limbah atau sampah
dengan mereka juga dapat menyebabkan
kebersihan dan keindahan di lingkungan
sulit diwujudkan.

PKL yang berjualan di tempat atau
fasilitas umum yang tidak diperbolehkan
oleh Pemerintah Daerah  Kabupaten
Jember sehingga, dianggap melanggar
Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten
Jember Nomor 6 Tahun 2008 yang
berisikan :

Bahwa setiap PKL dilarang :

a. Membuat tempat bangunan tempat
usaha yang bersifat permanen,

b. Menggunakan lahan
ketentuan yang diizinkan,

c. Melakukan Kkegiatan usaha dengan
cara merusak atau mengubah fasilitas
umum,

d. Melakukan kegiatan usaha yang
dilarang oleh peraturan perundang-
undangan,

e. Melakukan kegiatan usaha dengan
menggunakan kendaraan bermotor.

Pemerintah  Kabupaten Jember
berusaha Menegakkan Peraturan Daerah
Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008
Tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten
Jember untuk menegakkan peraturan dan

melebihi

memelihara ketertiban dan ketentraman
masyarakat.

Dalam melaksanakan kewenangan
guna menegakkan Peraturan Daerah, maka
tugas ini diserahkan kepada satuan polisi
Pamomg Praja. Menurut Pasal 4 butir 1
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2010 tentang satuan Polisi Pamong Praja
Bahwa Satpol PP mempunyai tugas
menegakkan Perda dan menyelenggarakan
ketertiban ~umum dan  Kketentraman
masyarakat serta perlindungan
masyarakat.’

Usaha untuk menertibkan PKL
tentunnya perlu mendapatkan dukungan
kuat ~dari beberapa pihak, terutama
masyarakat yang bekerja sebagai PKL
karena jika mereka diberikan pemahaman
yang baik tentang kesadaran hukum,
memberikan jaminan kepastian usaha dan
jaminan fasilitas agar usaha yang mereka
rintis dapat berkelanjutan maka mereka
akan mentaati Peraturan Daerah. Artinya
upaya menertibkan para PKL yang
ditertibkan, Pemerintah Daerah melibatkan
masyarakat terutama PKL yang akan
ditertibkan. Pemerintan Daerah tidak
langsung menggunakan otoritasnya dengan
menggusur secara paksa para PKL. Tetapi
melalui  pendekatan  dengan  cara
pembinaan dan sosialisasi kepada para
PKL sampal mereka mengerti dan
memahami program Pemerintah tersebut,
sehingga para PKL tersebut bersedia untuk
direlokasi tanpa adanya paksaan dan
penggusuran.

Proses penertiban yang dilakukan
oleh Satuan Polisi Pamung Praja dilakukan
dengan tahapan sebagai berikut :
Pengumuman melalui mikrofon
Memberikan surat edaran
Memberi surat teguran
Memberi peringatan
Melakukan penangkapan

Masing-masing tahap dilakukan
dalam jangka waktu dan sampai tiga hari.
Dalam Proses Penangkapan, dilakukan

®o0 o

> Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentan
Satuan Polisi Pamong Praja



tindakan tegas melalui penyitaan atau

pembongkaran lapak milik Pedagang Kaki

Lima yang masih melanggar setelah

dikeluarkan Peringatan oleh Pemerintah.

Dalam penertiban PKL, Satpol PP
dibantu oleh Dinas Pasar. Dalam hal ini
Dinas Pasar berperan sebagai berikut :

a. Untuk membina dan memberikan
arahan kepada PKL

b. Merekomendasi tempat Relokasi PKL
kepada Kepala Daerah (Bupati)
Penertiban yang dilakukan oleh Dinas

Pasar vyaitu tindakan persuasif. Yaitu
tindakan yang bertujuan untuk mengubah
atau mengaruhi kepercayaan, sikap, dan
perilaku PKL sehingga bertindak sesuai.
Relokasi adalah upaya pemerintah dalam
mencari win-win solution atas
permasalahan PKL. Jadi asas ini
menghendaki agar setiap tindakan badan
atau pejabat administrasi negara selalu
memperhatikan  aspek keadilan ~ dan
kewajaran. Asas keadialan = menuntut
tindakan secara proposional,  sesuali,
seimbang,dan selaras dengan hak  setiap
orang. Karena itu setiap  pejabat
pemerintah dalam melakukan tindakannya
harus selalu  memperhatikan  aspek
keadilan ini. Sedangkan asas kewajaran
menekankan ~ agar  setiap  aktivitas
pemerintah atau administrasi negara
memperhatikan nilai-nilai yang berlaku
dengan masyarakat, baik itu berkaitan
dengan agama, moral, adat istiadat,
maupun nilai-nilai lainnya.

Dalam Hal menentukan Relokas,
Pemerintah ~ Kabupaten Jember yang
menetapkan dan mengarahkan tempat
relokasi tanpa adanya musyawarah dengan
PKL. Musyawarah tidak dilaksanakan
dikarenakan  tempat relokasi  yang
diinginkan PKL adalah tempat yang ramai
dan terletakl di tengah kota, dan tempat
seperti itu sulit untuk didapatkan.

C. Kebijakan ~ Pemerintah  Kabupaten
Jember Dalam Pemberian Izin Bagi
Pedagang Kaki Lima

Izin PKL tidak jauh berbeda dengan
izin usaha lain, yaitu berupa Surat lIzin

Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanfa

Daftar Usaha (TDP). Yang jadi masalah
adalah bagaimana memperoleh izin PKL
maka perlu mempersyiapkan syarat-syarat
sebagai berikut:

a. Mengisi formulir permohonan izin
usaha

b. Foto copy KTP

c. Surat pernyataan belum memiliki
tempat usaha

d. Surat pernyataan berupa kesanggupan
untuk menjaga ketertiban, kebersihan,
keamanan, keindahan, dan fungsi
fasilitas umum

e. Surat pernyataan kesanggupan untuk
meninggalkan  danmengosongkan
lokasi usah PKL tanpa syarat apapun
jika Pemerintah akan
menggunakannya

f. Surat pernyataan ketersediaan/ ketidak
beratan dari pemilik properti yang
kemungkinan akan ikut digunakan
dalam berdagang

g. Surat  persetujuan dari pengelola
fasilitas umum

h. Pasfoto

i. Foto lokasi yang dimohon

J. Rekomendasi dari paguyuban atau
komunitas PKL

Pemerintah  Kabupaten  Jember
sendiri telah mengatur tentang perizinan

PKL dalam Pasal 6 peraturan Daerah

Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008.

Pasal 6 tersebut berbunyi :

1) Setiap PKL yang melakukan kegiatan
usaha wajib memiliki izin lokasi PKL.

2) Setiap PKL hanya dapat memiliki 1
(satu) izin dan tidak  dapat
dipindahtangankan kepada siapapun
dan dalam bentuk apapun.

3) Permohonan izin  lokasi PKL
disampaikan secara tertulis kepada
Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

4) Izin lokasi PKL berlaku selama 1
(satu) tahun dan dapat diperpanjang.

5) Perolehan izin lokasi PKL tidak
dipungut biaya.

6) Ketentuan mengenai tata cara
perolehan izin diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.



Berdasarkan Pasal

6 Peraturan

Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun
2008 Pemberian Izin Bagi Pedagang Kaki
Lima di Kabupaten Jember ini sangatlah
penting untuk dilakukan karena kondisi
keberadaan mereka yang sampai saat ini
semakin banyak dan meluas. Berikut ini
tabel kondisi pedagang kaki lima yang ada

di Kabupaten Jember.

Jin. Letjrn
Gatot
Subroto.

Jin. Imam
Bonjol,
Kawasan
Pasar
Sabtuan

Belum
Terdata

Belum dilakukan
Sosialisasi/dibiarkan

Kawasan

Jumlah
PKL

Intervensi
Kebijakan

Jumlah PKL
yang Terdata

499

Alun-alun
dan
sekitarnya
meliputi

JIn. Sudirman
dan (Depan
PEMDA)
Depan masjid
Jami’ Lama

40

Dilakukan
Sosialisasi Perda

Jin. Ahmad
Yani, Jin.
Kartini,

Jin.
Trunojoyo,
Jin.
Cokrominoto,
Jin. ~ Gajah
Mada

103

Dilakukan
Sosialisasi Perda

Jin.
Sumahudi-
Jin. Untung
Suropati,
Jin.
Dipenogoro,
Jin.
Bondowoso,
Jin.
Bengawan
Solo, Jin.
Citarum,
JIn. Ciliwung

336

Dilakukan
Sosialisasi Perda

Jin. Jawa, Jin.
Kalimantan,
JIn. Sumatra,
JIn. Riau, Jin.
Karimata,
Jin.  Letjen
Panjaitan,

Belum
Terdata

Belum dilakukan
Sosialisasi/dibiarkan

Tabel 1. Kondisi PKL di Kabupaten
Jember

Skala Prioritas

Tindakan

6. Sepanjang
Jalan
Mada

7. Sepanjang
Jalan

Way)

Cokroaminoto

Gajah

PB.Sudirman
Gajah Mada (Dauble

Prioritas | 1. Sosialisasi pada
Alun-alun dan PKL
sekitarnya 2. Penertiban
3. Penjagaan jam
05.00-23.00
WIB
Penjagaan minggu
Jam 04.30-11.00
WIB
Prioritas 11 Penertiban
1. Sepanjang berkelanjutan pada
Jalan® Ahmad PKL dan toko
Yani yang
2. Sepanjang menggunakan
Jalan ~ Sultan trotoar oleh
Agung penyidikan dan
3. Sepanjang regu yang bertugas
Jalan Kartini | pada hari tersebut.
4. Sepanjang
Jalan
Turnojoyo
5. Sepanjang
Jalan

Perioritas 111
PKL yang

berkatagori pasar

1. Sosialisasi
Pembinaan dan
penertiban

sore (Jalan Sudirman

bersama unsur




dan jalan Untung

terkait (Dinas

Suropati) Pasar, DISHUB,
DPU Bina Marga,
DPU Cipta Karya,
POLRES Jember
dan Komponen
Politik
Perioritas IV 1. Sosialisasi
PKL di lokasi berkelanjutan
penunjang perioritas | Penertiban PKL
Il yakni, berkelanjutan
1. Sepanjang jalan
Bondoyudo

2. Sepanjang jalam
Bengawan Solo

3. Sepanjang  jalan
Citarum

4. Sepanjang  jalan

Ciliwung
Sepanjang Jalan
Mastrip
Perioritas V 1. Sosialisasi
PKL di lokasi gedung lanjutan.
DPR PKL dipindahkan
ke sisi timur
gedung DPR.
Perioritas VI 1. Sosialisasi
Lokasi PKL sekitar lanjutan

Kampus (Jalan Jawa,
Jalan Kalimantan,
Jalan Sumatra, Jalan
Karimata, Jalan Riau,
Jalan Mastrib)

Pembinaan dan
penrtiban bersama
unsur terkait

Perioritas VII
Sepanjang jalan
Letjen Panjaitan,

Jalan Letjen
Suprapto, Jalan Imam
Bonjol, serta
kawasan Pasar
Sabtuan

1. Penrtiban
kawasan Pasar
Sabtuan

Rencana
sosialisasi untuk
kawasan sepanjang
jalan Letjen

Panjaitan, Letjen

Suprapto, Jalan
Imam Bonjol

Tabel 2. Tindakan terhadap penyebaran
dan Skala Prioritas Kondisi PKL di
Kabupaten Jember

Data dokumen
Satpol
Kabupaten

diperoleh dari
Jember,  Dinas

tabel di atas
PP Kabupaten
Jember,

Kelompok PKL Kabupaten Jember.
Berangkat dari faktor sosial di lapangan
dan dibenturkan dengan PERDA yang ada
maka dapat dilihat bahwa banyak kawasan
atau lokasi PKL yang melanggar poin-poin
dalam PERDA  Kabupaten Jember
diantaranya bangunan PKL yang didirikan
secara permanen dan PKL yang masih
banyak menggunakan kendaraan bermotor.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten
Jember dalam pemberian izin bagi
pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan
Daerah  Nomor 6  Tahun 2008
tentangPedagang Kaki Lima menyebutkan
bahwa setiappedagang kaki lima harus
memiliki izin  terlebih  dahuludalam
menjalankan usaha mereka. Sedangkan
untukmemperoleh izin tersebut PKL harus
memenuhi beberapapersyaratan. 1zin yang
dimaksud disini lebih mengarah kepada
izin  penggunaan tempat-tempat atau
fasilitas umumbukan merupakan usaha.
Kebijakan pemberian izin ini bertujuan
untuk menjaga kepentingan bersama dan
tidak ~merugikan masyarakat lainnya.
Bahkan akan menjaga keberlanjutan dari
proses  berusaha maupun berdagang.
Dengan mengantongin izin usha, para
pedagang memiliki hak untuk dilindungi
oleh pemerintah, jika pedagang mengalami
hal-hal yang tidak diinginkan  dan
merugikan para peagang seperti mendapat
pungutan tidak resmi. Keuntungan lain
bagi pedagang yang memiliki izin adalah
meningkatnya kepercayaan masyarakat
kepada pedagang. Kepercayaan
masyarakat yang tinggi akan memudahkan
pedagang untuk mendapatkan modal.
Banyak program  pemerintah  yang
berbentuk bantuan, baik yang bersifat
keuangan maupun pelatihan usaha, kepada
para pedagang.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah
dilakukan dalam bab-bab sebelumnya
maka dapat menghasilkan kesimpulan
bahwa Kebijakan Pemerintah Kabupaten
Jember dalam pemberian izin Pedagang
Kaki Lima. Yaitu untuk menjaga



kepentingan bersama dan tidak merugikan
masyarakat lainnya. Bahkan akan menjaga
keberlanjutan  dari  proses  berusaha
maupun berdagang.

Dengan mengantongin izin usaha, para
pedagang memiliki hak untuk dilindungi
oleh pemerintah, jika pedagang mengalami
hal-hal yang tidak diinginkan dan
merugikan  para  pedagang  seperti
mendapat  pungutan  tidak  resmi.
Keuntungan lain bagi pedagang yang
memiliki izin adalah meningkatnya
kepercayaan masyarakat kepada pedagang.
Kepercayaan masyarakat yang tinggi akan
memudahkan pedagang untuk
mendapatkan modal. Banyak = program
pemerintah yang berbentuk bantuan, baik
yang bersifat keuangan maupun pelatihan
usaha, kepada para pedagang
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